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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG
MELAKUKAN AKSI PERAMPASAN KENDARAAN
KONSUMEN DI JALAN
(Studi Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2019/PN. Tjk)

Oleh:
Merari Ricky Dwiputra

Penarikan atau perampasan motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah
nasabah. dan tidak jarang Debt collector bertindak sebagai pelaku kejahatan
laksana “begal” yang merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di
jalanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan
hukum terhadap debt collector yang melakukan aksi perampasan kendaraan
konsumen di jalan? dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap
debt collector yang melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data
yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan
dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah
kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap
debt collector yang melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan
adalah masyarakat sebagai debitur dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana
yang dilakukan oleh debt collector kepada pihak Kepolisian jika dirasa tindakan
debt collector dalam melakukan penagihan hutang menimbulkan kerugian
terhadap debitur, adapun tindak pidana yang dapat terjadi meliputi Pasal 369,
Pasal 378 dan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor
penghambat penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan aksi
perampasan kendaraan konsumen di jalan dapat berupa faktor hukum dimana
keberadaan debt collector yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan
perundang-undangan menjadikan tindakan debt collector sulit untuk diproses
secara hukum, faktor penegak hukum atau aparat Kepolisian yang lemah dalam
menyikapi tindak pidana yang dilaporkan oleh debitur yang dirugikan juga
menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum tersebut karena pihak
Kepolisian pada umumnya hanya menerima setiap laporan dari tindak kejahatan
tersebut tetapi tidak melakukan proses hukum karena para pihak lebih memilih
jalan damai yang dapat menghindarinya dari kerugian lainnya.



Merari Ricky Dwiputra
Berdasarkan simpulan di atas, tidak adanya peraturan secara spesifik mengenai tata
cara penarikan kendaraan oleh pihak ketiga atau debt collector maka sebaiknya
dalam perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang yang sah perlu disepakati
terlebih dahulu mengenai siapa dan bagaimana tata cara penagihan hutang itu
nantinya agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah
pihak.

Saran, sebaiknya aparat penegak hukum dalam memproses penyelesaian tindakan
penarikan unit kendaraan yang mendapat pengaduan dari debitur akibat tindakan
kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh debt collector. Perusahaan
pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa
kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan
sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan
berdasarkan Pasal 23 POJK 29 Tahun 2014.Terdapat juga Putusan MK Nomor
18/PUU-XVI11/2019 yang menginterpretasikan bahwa wanprestasi tidak boleh
ditetapkan sepihak oleh kreditur.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Debt Collector, Perampasan, Kendaraan.
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MOTTO

“Jika Seseorang bepergian dengan tujuan mencari [lmu (Agama), Maka Allah
akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga.”
(Nabi Muhammad SAW)

“Tetaplah merasa hijau agar kau tetap tumbuh, janganlah merasa matang maka
kau akan membusuk.”

(Nurcholish Madjid)

“Yakin kan dengan Iman, Usahakan Dengan IImu, Sampaikan dengan Amal
Beriman, Berilmu, Beramal” “Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan tertib
hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, jaminan
adanya tertib hukum dapat dilihat dari sistem Pemerintahan Negara Indonesia
yang tertuang di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, yaitu Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat),

tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).

Sebagai negara hukum, maka adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi dan
keamanan merupakan syarat utama disamping terjadinya peradilan yang bebas
dari segala pengaruh kekuatan lain dan tidak memihak serta adanya aparatur
pemerintah yang tidak "Kebal Hukum", atau dapat dipertanggung jawabkan

secara yuridis.!

Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum maka sebagai
konsekwensinya adalah bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum yang
mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat terhadap hukum dan Undang-

undang. Adanya persamaan kedudukan di dalam hukum termasuk pula di

! Muladi, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Undip. Semarang, him. 78.



dalamnya kesamaan dan kesejajaran setiap warga negara dalam menghadap di
depan sidang pengadilan serta kesamaan dan kesejajaran setiap warga negara

untuk membela diri dari tuntutan ataupun dakwaan yang diajukan kepadanya.

Pada proses beracara pidana, maka sejalan dengan tujuan hukum acara pidana
untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, maka terdapat dua
macam kepentingan yang harus diperhatikan yaitu :

(1) Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan
hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan
kesalahannya guna keamanan masyarakat.

(2) Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara
adil demikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa
mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai
mendapat hukuman yang terlalu berat tidak seimbang dengan
kesalahannya.?

Mengingat demikian penting tujuan menentukan dan mewujudkan kebenaran
materiil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan
tersangka, maka proses penyidikan sebagai upaya penting dalam mencari
kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukan tindak pidana guna
menemukan si bersalah merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan

oleh polri dalam kedudukannya sebagai aparat negara dalam menangani proses

pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.?

Upaya penting dalam rangka mencari kebenaran yang sejati maka proses
penyidikan harus benar-benar menyadari kedudukan tersangka sebagai pihak yang

wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai

2 Wiryono Prodjodikoro, 1992, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cet XIV, Sumur, Bandung,
him. 21.

3 Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Penyelidikan dan Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta, him.
17 (Selanjutnya disebut Martiman Prodjohamidjojo I).



kekuatan hukum tetap, sehingga ia harus ditetapkan sebagai subyek yang harus

diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum ‘“rechstaat” menurut
Burkens, apabila memenuhi syarat-syarat:

a. Asas legalitas. Setiap pihak pemerintahan harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan (wettelijke gronslag). Dengan landasan ini, undang-
undang dalam arti formil dan undang-undang sendiri merupakan tumuan
dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-
undang merupakan bagian penting Negara hukum.

b. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan
negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

c. Hak-hak dasar (grondrechten), merupakan sasaran perlindungan diri
pemerintahan terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan
pembentuk undang-undang.

d. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.

Bagir Manan, lebih lanjut mengetengahkan ciri-ciri minimal Negara hukum
sebagai berikut:

a. Semua tindakan harus berdasarkan hukum.

b. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya.

c. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap

masyarakat (badan peradilan yang bebas).

d. Adanya pembagian kekuasaan. ®
Terkait dengan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan,
bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

4 Burkens, M.C., et.al. 1990, Beginselen van de Democratiche Rechtasstaat, 1988, Kebebasan
Indonesia, Disertasi dalam meraih Doktor pada Program Pasca Sarjana UNAIR Surabaya,
him.111.

> Bagir Manan,1994, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945,
Makalah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Sarjana, Unpad, Tahun 1994-1995, di Bandung,
him. 19.



tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.®

Penarikan atau perampasan motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah
nasabah dan tidak jarang Debt collector bertindak sebagai pelaku kejahatan
laksana “begal” yang merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di
jalanan. Akibatnya, tidak salah bila korban meneriaki “perampok” Maling,
terhadap Debt collector yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan
setelah menyetop korban saat mengendarai motor atau mobil di jalan bebas. Info
Kepolisian yang memperingatkan melalui akun media sosial Facebook Humas
Polres Jakbar, rupanya, mencerahkan para konsumen kredit kendaraan yang
senantiasa diancam para Debt collector atau tukang tagih resmi maupun jasa

tukang tagih bayaran kalangan leasing.

Disebutkan bahwa pihak leasing tidak boleh mengambil motor, mobil maupun
rumah apabila konsumen mengalami telat atau gagal membayar kredit. Hal ini
bukan tanpa alasan, karena sejak Tahun 2012 telah dibuat Peraturan Menteri
Keuangan bagi perusahaan pembiayaan pihak leasing tidak dapat mengambil
kendaraan secara paksa. Pihak Kreditur (Leasing) tidak berhak mengambil motor/
mobil/di rumah dengan seenaknya sendiri. Jika motor/mobil konsumen akan
ditarik secara paksa oleh perusahaan leasing karena telat atau gagal membayar
cicilan bulanan. Sejak Tahun 2012, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan
peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik

secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu

® Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
him. 203.



tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No0.130/PMK.010/ 2012
tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan
tanggal 7 Oktober 2012. Akan tetapi, bukan berarti nasabah dapat bebas dari

beban angsuran atau cicilan.

Berdasarkan Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2019/PN. Tjk menyatakan terdakwa Ice
Andi Kesuma Bin Muhammad Abdul Hadi bersalah melakukan Tindak Pidana
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun
menghapus piutang dan tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam
miliknya sesuatu senjta tajam penikam atau penusuk yaitu berupa senjata tajam
jenis pisau yang sudah berkarat lengkap dengan sarung dan gagangnya berwarna
merah. Sesuai Pertama Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan
kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
Menjatuhkan Pidana penjaraterhadap terdakwalce Andi Kesuma Bin
Muhammad Abdul Hadiselama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap

ditahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Debt collector yang



Melakukan Aksi Perampasan Kendaraan Konsumen di Jalan (Studi Putusan

Nomor: 1281/Pid.B/2019/PN. Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang
timbul dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan
aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan?
b. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap debt collector

yang melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan?

2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana
khususnya mengenai penegakan hukum terhadap debt collector yang
melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan. Ruang lingkup
tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Adapun

ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap debt collector yang
melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap debt

collector yang melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan



2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dam

pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat

baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan,

adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis:
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya
mengenai penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan aksi
perampasan kendaraan konsumen di jalan. Kemudian memberikan
kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah
pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat
penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap penegakan hukum
terhadap debt collector yang melakukan aksi perampasan kendaraan

konsumen di jalan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstaksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar
yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian
hukum.” Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan

hukum, secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, him.
124-125.



nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.®

Pada permasalahan pertama yaitu penegakan hukum terhadap debt collector yang
melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan dengan menjawabnya
digunakan Teori Penegakan Hukum Pidana. Penegakan hukum merupakan suatu
usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses
perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan
perundangundangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah
kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal
(pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni : 1)
Tahap formulasi (kebijakan legislatif); 2) Tahap aplikasi (kebijakan

yudikatif/yudisial); 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).°

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik
sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan

dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam

¢ Ibid, him. 126.
® Ibid, hlm. 126



mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang
memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas
dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi
menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan
hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. penegakan hukum pada
hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan,
kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum
merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi

kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang
memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas
dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi
menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan

hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga
kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam
hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang
berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan
yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi
apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi

merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak
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hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan

hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. °

Perspektif hukum pidana, menunjukan kebijakan formulasi harus memperhatikan
harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum
yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi
apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat
ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling stategis dari penal policy
karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau
merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada
permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan
hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat
dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas
aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparat

legislatif).

Tindakan represif adalah tindakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana,
adapun tugas Kepolisian dalam hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 butir (2)
KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1)

KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik

10 Sunarto, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan, Aura Publishing, Bandar Lampung,
2013, him. 45-46.
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Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

untuk melakukan penyidikan.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana
menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application)
yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja
lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang
dari 3 dimensi:

a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system)
yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai
sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative
system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak
hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti
bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan

pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Pada permasalahan kedua digunakan Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum
Pidana. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum bukan sematamata
pelaksanaan perundang-undangan saja. Namun juga terdapat faktor-faktor lain
yang menghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:
1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak
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sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan
secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam
kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum
bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang
memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana
mestinya

4. Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat
dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang
terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran
hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat,
maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat,
maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang
baik.

5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya  hukum  tertulis  (perundang-undangan) harus
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam
penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan
perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila
peraturanperaturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan
dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk
melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.!

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep
khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan
dalam penulisan atau penelitian.? Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai
pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek

dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat

11 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. him.242
2 1bid, him. 103.
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dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam

penelitian ini meliputi:

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara
rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum
pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana
pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan
politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada
suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

b. Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa
melanggar larangan tersebut.'4

c. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam
arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti
yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat
yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur

subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan

13 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him.
109
4 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2011, him. 10,
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untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau
tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.'®

d. Perampasan kendaraan konsumen terjadi kala seseorang atau sekelompok
orang yang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya
sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun

sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.®

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan
tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran
menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang
menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-
batasan penulisan,selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka
teori meliputi: pengertian dan unsur-unsur pidana, teori pemidanaan, tindak
pidana perampasan, penegakan hukum, pengertian debt collector dan teori faktor

penghambat penegakan hukum.

15 Topo Santoso, Kriminologi, PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta.2012.hlm.34
16 Hassan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta,1995, him.456
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I1l. METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai
dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data,

prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisi data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang
terdapat dalam penulisan ini yaitu penegakan hukum terhadap debt collector yang
melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan dan faktor penghambat
penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan aksi perampasan

kendaraan konsumen di jalan.

V. PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang
telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan

dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain
perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-
undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan
kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.*’

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur
di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan
ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak
pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang
Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan,
dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara

pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di

17 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1996, him. 152-153.
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luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-

Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.8

2. Pengertian Pidana

Setiap manusia adalah makhluk tuhan yang tak pernah luput dari kesalahan,
kesalahan yang dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri sendiri
maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup
bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam
perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana.
Menurut Andi Hamzah, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang
yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan

hukum tetap.*®

Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan
kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh
majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan. Pidana memiliki pengertian
perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan

bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan.?°

Istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan istilah dihukum yang berasal
dari perkataan “wordt gestraf” , menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang
konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan diancam dengan
pidana untuk menggantikan kata “wordt gestraf”. Jika “straf” diartikan

sebagai hukuman, maka “strafrecht” seharusnya diartikan hukuman-hukuman.

18 Roscoe Pound, Filsafat Hukum, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, Dasar-Dasar
Filsafat Hukum,Alumni, Bandung, 1978. him. 43.
19 Andi Hamzah. 2004. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, him. 114.
20 JCT Simorangkir. et.al. 2003. Kamus Hukum. Sinar Grafika. Jakarta, him. 114.



18

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih
luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan

hukum perdata.?

Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup
segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana dalah hukuman yang
diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam
hukum pidana.?? Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada
umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat
pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan.?

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan
c. Macam-macam maksud atau oogmerk
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
e. Perasaan takut atau vress.?*
Unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:
a. Sifat melanggar hukum
b. Kualitas dari si pelaku
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab
dengan suatu kenyataan sebagai akibat.?®

2L Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Cetakan Ketiga.
Alumni. Bandung, him 1.

22 Tri Andrisman. 2007. Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia.
Unila. Bandar Lampung, him 8

2 P,AF. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. Delik-delik Khusus. Tarsito. Bandung,
him.193.

24 1bid, him.193.

% 1bid, him.194.
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Moeljatno menyatakan pidana sendiri mengandung unsur-unsur sebagai berikut
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan
atau nestapa atau akibat—akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana menurut undang—-undang.?®

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pidana merupakan
suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang
berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung
jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus

ditegakkan oleh Negara.

B. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan
sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.
Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi
agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:
“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan

sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).”

% Moeljatno. 2000. Asas Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta, him, 93.
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Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.?’

Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:
“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat
untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah
kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk

masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.*2®

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu
sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan
tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan
hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono
Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam
masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal
ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara
sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara
yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan
dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana
sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana
sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami

apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

27 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia, Alfabeta, 2010, him. 21
28 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada, Bandung,
2005, hlm. 98
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Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam

melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus

sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Leden Marpaung

menyatakan hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang

berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

a.

Pidana Pokok:

1) Pidana Mati

2) Pidana penjara

3) Kurungan

4) Denda

Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman putusan hakim. 2°

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang

dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

1)

2)

Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan

terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan

berencana, pencurian dengan kekerasan, pemberontakan yang diatur

dalam Pasal 124 KUHP.

Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu

berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat

dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan.

Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap

pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman

penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini

diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu
hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua
puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh
memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana

29 |_eden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, him. 108.
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penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama
waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat
dilampaui karena pembarengan (concursus), pengulangan
(residive) atau Karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.

d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih
dari dua puluh tahun.

3) Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara

lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan

membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya:
tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan
dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi:

(1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan
paling lama satu tahun.

(2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun
empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena
gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal
52 dan Pasal 52 a.

4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga

diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative

atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda
ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak

ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30

KUHP, yang berbunyi:

(1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.

(2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka
diganti dengan hukuman kurungan.

(3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-
kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

(4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa
harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat
harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak
lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya
setengah rupiah juga.

(5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan
bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena
ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena
ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a.

(6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan
bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau

kenalan dapat melunasinya.
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1) Pencabutan hak-hak tertentu
Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

(1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam
hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam
undang-undang umum lainnya, adalah:

a. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;

b. Masuk balai tentara;

c. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan
karena undang-undang umum;

d. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau
pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang
bukan anaknya sendiri;

e. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya
sendiri;

f. Melakukan pekerjaan tertentu;

(2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya
apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain
yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

2) Perampasan Barang Tertentu
Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang
dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang
dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang
digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39
KUHP yang berbunyi:

(1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan
kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan
kejahatan, boleh dirampas.

(2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan
tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat
juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah
ditentukan oleh undang-undang.

(3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang
bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi
hanyalah atas barang yang telah disita.
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3) Pengumuman Putusan Hakim
Pasal 43 KUHP menyatakan hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk
mengumuman kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian
masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya
ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang
semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman

putusan hakim dimuat dalam putusan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis
pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat

jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

C. Tindak Pidana Perampasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari perampasan adalah proses, cara,
perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.*° Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP mengenai perampasan
menyebutkan bahwa : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan supaya orang itu memeberikan suatu barang yang
seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain,
atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum

karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

30 Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, him. 54.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perampasan adalah
perbuatan melawan hukum untuk memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan supaya orang itu memeberikan suatu barang yang seeluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya
orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri.

Perampasan merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai suatu perbuatan
yang bertentangan dengan aturan hukum pidana yang dimana dilakukan dengan
upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah
diperoleh oleh orang lain, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak

pidana yang dilakukannya.®!

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan
istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana
adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja
dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu
keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.3

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau delik

apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau

31 1ka Abriyani Rahim, Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan
dan Pemerkosaan yang dilakukan secara Bersama — Sama, www. repository.unhas.ac.id, diakses
pada 28 April 2021

32 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, him. 54
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masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau
aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan
dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jarimah adalah dampak dari perilaku
tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad,
nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan

nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya

Ketentuan Pasal 368 KUHP menjelaskan: “Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa
seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang

lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam

karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*3

Pengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam
pasal 362 KHUP yaitu: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya
atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 363 KUHP
(1) Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:

a. Pencurian Ternak;

b. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan
kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahay perang;

c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ
tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

33 Tien S. Hulukai, Delik-Delik Khusus di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rajawali
Press, Jakarta, 2013, him. 65 .
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e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk
dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3o disertai dengan salah satu hal dalam

Nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan tahun.

Pasal 365 KUHP

(1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri
atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang
yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Perampasan sendiri diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(“KUHP”) vyang mengatakan: ‘“Barangsiapa dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa

seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang

lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam,

karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka untuk dapat dikatakan seseorang dianggap

melakukan perampasan, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

a. Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

b. Maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

c. Dengan memaksa seseorang baik dengan kekerasan maupun ancaman
kekerasan untuk memberikan sesuatu milik orang yang diancam atau milik

orang lain, atau untuk memberikan hutang, atau untuk menghapuskan piutang.
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Jika seseorang memberikan motor/mobil karena ancaman kekerasan, perbuatan
tersebut dapat dianggap sebagai perampasan. Mengenai penipuan diatur dalam
Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,

diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan pasal di atas, untuk dikatakan sebagai penipuan, maka harus

memenuhi beberapa unsur di bawabh ini, yaitu:

1. Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

2. Maksud tersebut dicapai dengan melawan hukum;

3. Dilakukan dengan cara tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan
sehingga orang yang ditipu menyerahkan barang tersebut kepada yang
melakukan penipuan atau memberikan utang atau menghapuskan piutang,
yang apabila orang tersebut mengetahui kenyataan yang sebenarnya, ia tidak

akan melakukan hal-hal tersebut.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Barda Nawawi menyebutkan bahwa Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk
menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya
guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai

reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana
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maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.
Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan
dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk
mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.3*

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, Kketertiban dan per
lindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana,
apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu  menjaga keselarasan,
keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-
nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi
berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah
keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan

pidana.®

Jimly Asshiddigie menyatakan Pada pokoknya penegakan hukum merupakan
upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum
dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tegaknya hukum itu dalam arti sempit
identik dengan tegaknya undang-undang (penegakan undang-undang). Akan
tetapi, dalam arti luas tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya
hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Lebih luas

lagi dikatakan yang ditegakkan itu pokoknya adalah hukum sebagai suatu sistem,

34 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him.
109
% 1bid.
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bukan saja menyangkut peraturan dalam arti formal, tetapi juga institusinya dan

bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat. 3

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Seokanto yang
menyatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan  walaupun di  dalam kenyataan di  Indonesia
kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “law enforcement”
begitu populer. Jika kita menarik kesimpulan dari kedua pendapat di atas dapat
dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan
yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyerasikan nilai-nilai yang
tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.%’

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum di atas, yaitu :

a. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersengaja
Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak
akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja
artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus

dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana

3% Jimly Asshiddigie, 1998, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Cet.l,
Balai Pustaka, Jakarta, him. 93.
37 Soerjono Soekanto 11, Op.Cit, hal. 3.
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dan retorika. Menurut konteks penegakan hukum aparat penegak hukum
merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak
hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian,
proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi
dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam
rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan proses
peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke
masyarakat.

. Sebagai upaya menyerasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku
masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses untuk menyerasikan nilai-
nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi
yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut,
sehingga akan tanmpak lebih konkrit. Di dalam penegakan hukum nilai-nilai
tersebut perlu diserasikan, umpamanya ; perlu penyerasian antara nilai
ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak
pada Kketerikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah
kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih
konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang
mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Untuk menciptakan, memilihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan yang terjabarkan dalam kaidah-
kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak

yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak
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tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian.®®

3. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Pada umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman di dalam pergaulan
hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum bertujuan
mengatur tingkah laku manusia di dalam dinamika perikehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Soerjono Soekanto mengatakan norma atau kaidah
hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana
kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau

keserasian antara keterikatan dengan kebebasan.

Oleh karena itu upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional
secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara
holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera,
aman dan tentram di atas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi
penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara

kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. 3

3 p.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, 1979, Sinar Baru Bandung,
him. 54.
% 1bid, him. 2.
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E. Tinjauan Umum Debt collector

1. Pengertian Debt collector

Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut,
pemeriksa, penagih, pengumpul.®® Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di
atas, dapat diketahui bahwa debt collector berasal dari bahasa inggris yang
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti pemungut,

ataupun penagih hutang.

Jadi, debt collector merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual
jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka.
Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan
debitur dalam hal penagihan kredit. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank
Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam
menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau Financial Acquirer
melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau Financial
Acquirer tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan,
dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut
wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas
pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme,
prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau

Financial Acquirer itu sendiri.

40 Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-
Inggris, Cipta Media, Surabaya, 2010, him. 145.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tercantum dalam Surat Edaran
Bank Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 kegiatan
finansial harus memperhatikan mengenai tata cara, mekanisme, prosedur, dan

kualitas pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.

2. Tata Cara Penagihan Kredit oleh Debt collector

a. Desk Collector
Pada level bagian penagihan (Desk collector), level ini adalah level yang
pertama dari dunia collector, dan cara kerja yang dilakukan oleh collector-
collector ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan
debitur dan dilakukan dengan media telepon.Pada level ini collector hanya
berfungsi sebagai pengingat (reminder) bagi debitur atas kewajiban membayar
cicilan. Bahasa yang digunakan pun sangat sopan dan halus, mengingat
orientasinya sebagai pelayan nasabah.

b. Debt collector
Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata
debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga
terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang
(debt collector) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan
mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini
collector memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur
dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya
mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran
tersebut tidak segera diselesaikan. Collector juga memberikan kesempatan

atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak
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lebih dari tujuh hari kerja. Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu
hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan,karena hal tersebut
berhubungan dengan target collector. Collector diperbolehkan menerima
pembayaran langsung dari debitur,namun hal yang perlu diperhatikan oleh
debitur adalah memastikan bahwa debiturtersebut menerima bukti
pembayaran dari collector tersebut,dan bukti tersebut merupakan bukti
pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut memiliki kewajiban
kredit bukan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dapat diperjual belikan
begitu saja
c. Collector Remedial

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka
tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru
sita (Collector remedial). Pada level ini yang memberikan kesan negatif
mengenai dunia collector, karena pada level ini sistem kerja collector adalah
dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki

jaminan) debitur.

Cara yang dilakukan dan perilaku collector pada level ini tergantung dari
tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan
penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa collector tersebut akan bersikap
baik dan sopan. Namun apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik
untuk menyerahkan barang jaminannya, maka collector tersebut dengan sangat
terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur
tersebut. Yang dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas

dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur.
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Namun apabila dilihat dari segi hukum, collector tersebut tidak dibenarkan
apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan
lain sebagaiannya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik
debitur. Untuk beberapa perusahaan perbankan, apabila kredit tidak memiliki
barang jaminan, maka tugas collector akan semakin berat karena tidak ada yang
bertindak sebagai juru sita, hal tersebut yang memberikan kesan kurang baik

terhadap debt collector.**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tata cara penagihan yang
dilakukan oleh debt collector meliputi Desk collector, Debt collector, dan
Collector remedial. Bahwa di dalam penagihan utang terhadap kredit macet, tetap
tidak dibolehkan dengan melakukan perkara pidana seperti memukul, merusak,

mengancam dan menakut-nakuti debitur.

Tinjauan umum mengenai debt collector yang ditulis penulis di dalam tinjauan
pustaka ditulis guna memudahkan penulis dalam melakukan analisa data pada bab
selanjutnya. Sebelum melakukan analisa data, penulis harus mengetahui apa yang
dimaksud dengan debt collector, tata cara penagihan kredit yang dilakukan oleh
debt collector. Sehingga ketika melakukan analisa data pada bab selanjutnya,
penulis sudah mengetahui mengenai pengertian dan tata cara penagihan kredit
yang seharusnya dilakukan oleh debt collector apabila memiliki nasabah yang

terlambat melakukan pembayaran kredit.

41 Evi Tamala, Strategi Kolektor dalam Menghadapi Nasabah yang Bermasalah pada PT. Bank
Perkreditan Rakyat Pekanbaru, http://repository.uin-suska.ac.id, diakses pada 28 April 2018
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F. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan
hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum
adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya normanorma
hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan
hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum

yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak
pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan
eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan
hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum
yaitu komponen struktur, substansi, kultur. Hukum berfungsi sebagai
perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia
terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat
terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam
hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi

kenyataan.
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Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:
1. Kepastian hukum (rechtssicherheit);
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat
mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2. Kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit);
Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus
memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul
keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.
3. Keadilan hukum (gerechtigkeit).
Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum,
mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan
bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.*?
Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan  dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap
mengenjawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran
nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya
hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaiatan erat yaitu hukum dan
aturannya. Penegakan hukum tidak hanya mencakup Law enforcement tetapi juga
Peace maintenance. Hal ini karena pada hakekatnya penegakan hukum
merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola

perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas

utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.*®

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif.
Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan
pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya

diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan

42 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,
him. 111.
3 1bid, him. 112.
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hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata
masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum
harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas
yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan
melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang
lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat
diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Hukum itu harus
berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang,
Fiat Justitia et pereat Mundus (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan).
Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan
perlindunggan vyustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti
bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

kepastian tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya
kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan
kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat,
sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan
hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan
hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut.
Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum

harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru
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karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam

masyarakat.

Unsur penegakan yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan
bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan.
Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum
tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang,
bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang
yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri.
Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak

menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga
dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,
yaitu :
a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.*

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena

merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada

4 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, him. 8.
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efektivitas penegakan hukum. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-
undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas
penegakan hukum. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis
yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, dapat
disebabkan:*°

a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, seperti undang-
undang tidak berlaku surut (artinya undang-undang hanya boleh diterapkan
terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut dan
terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.

b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk
menerapkan undang-undang (adanya berbagai undang-undang yang belum
juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undnag
tersebut diperintahkan demikian).

c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan Kkata-kata yang

artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan
dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

Faktor kedua yakni, penegak hukum yang meliputi mereka yang bertugas di
bidang-bidang  kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan
pemasyarakatan. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan
(role). Kedudukan (status) merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak
dan kewajiban-kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan
(role). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Ada berbagai halangan yang

mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari penegak hukum

yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yaitu :

4 R. Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, him.
17-18.
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a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak
lain dengan siapa dia berinteraksi.
b) Tingkat aspiraasi yang relatif belum tinggi.
c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga
sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan
tertentu, terutama kebutuhan material.
e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan
konservatisme.*8
Faktor ketiga, yakni sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya dalam
penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin
penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang
aktual. Jalan pikkiran yang sebaiknya dianut, khususnya untuk sarana atau
fasilitas tersebut, yaitu :
a) Yyang tidak ada diadakan yang baru betul.
b) yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
c) yang kurang ditambah.
d) yang macet dilancarkan.
e) yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.*’
Masyarakat merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh
masyarakat Indonesia yakni: hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa,
hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak

hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak

hukum menjadi terlampau banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

46 Soerjono Soekanto I, Op.Cit., him. 34-35.
47 Soerjono Soekanto I, Op.Cit., him. 44.
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kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik

dalam dirinya.

Keadaan demikian juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegak
hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.
Masalah lain yang timbul dari anggapan tersebut adalah mengenai penerapan
perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap
hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan
ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Disamping itu, mungkin juga timbul
kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala

tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Akibat dari anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah
adanya kecenderungan kuat satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum.
Dengan demikian, akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu-satunya tujuan
hukum adalah ketertiban. Lebih menekankan pada kepentingan ketertiban berarti
lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan kuat bahwa
semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan
ini pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan

yang belum tentu berlaku secara sosiologis.*®

Faktor kelima kebudayaan. Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya
sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil
karya, rasa, dan cipta. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat

manusia, sangat berguna bagi warga masyarakat tersebut, karena kebudayaan

4 Soerjono Soekanto, 2001. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him. 54-55.
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melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan
sebagai wadah dari segenap persaan manusia. Dari sekian banyak kegunaan
kebudayaan bagi manusia khususnya, akan diperhatikan aspek yang mengatur
hubungan antarmanusia, karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata
tertib di dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan yang

tidak jarang berlawanan satu dengan lainnya.

Hasil dari usaha-usaha manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya, merupakan
hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat.
Hasil rasa tersebut merupakan daya upaya manusia untuk melindungi dirinya
terhadap kekuatan lain di dalam masyarakat. Kekuatan dalam masyarakat tidak

selamanya baik dan untuk menghadapi kekuatan yang buruk.*

4% Soerjono Soekanto, 2001, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Penerbit : PT. Raja Grafindo Perkasa,
Jakarta, hIm. 203.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah
melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.>
Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua
metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan
secara yuridis empiris.
1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif
Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah
berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya

dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris
Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap
pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris
dilakukan dengan cara meperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau

gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.®!

50 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, him. 112.

51 Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2012, him. 13-14.
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B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan

data primer dan data sekunder.

1.

Data Primer

Data yang diproleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada
objek penelitian yang dilakukan di Polres Mesuji dengan mengadakan
wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polres Mesuji. serta didukung
dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang

bagi penulis dalam penelitian ini.

Data Sekunder
Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-
dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan
tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara
melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan
arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang
berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat
yang terdiri dari bahan hukum antara lain:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri
dari:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor

73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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(KUHP)
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
c. Bahan-bahan penunjang lain
Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok
permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum,
secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan
kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian
kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di
internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.>?

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh
prosedur sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara

52 Abdulkadir Muhamad, Op . Cit, him. 192.
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membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada
hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan
perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas

Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung
pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara

kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a.

C.

Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai
dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali
mengenai kelengkapan, kejelassan dan kebenarannya.

Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut
kerangka yang ditetapkan.

Sistematisasi Data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi
kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab

permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai

berikut:
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1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 1 orang

2. Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung 1 orang

3. Debt collector lorang +
Jumlah 3 orang

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis
menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data
secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun,
logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data
dan pemahaman hasil analisis.>® Analisis ini tidak diproleh melalui bentuk
hitungan.>* Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diproleh kesimpulan
secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat

khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

53 Abdulkadir Muhammad, Op . Cit, him. 127.
54 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, him. 12.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan aksi perampasan
kendaraan konsumen di jalan adalah masyarakat sebagai debitur dapat
melaporkan segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector
kepada pihak Kepolisian jika dirasa tindakan debt collector dalam melakukan
penagihan hutang menimbulkan kerugian terhadap debitur, adapun tindak
pidana yang dapat terjadi meliputi Pasal 369, Pasal 378 dan Pasal 335 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang dimulai dari penyidikan, penuntutan,
pengadilan dan putusan Pengadilan Negeri.

2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap debt collector yang
melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan dapat berupa faktor
hukum dimana keberadaan debt collector yang tidak diatur secara khusus
dalam peraturan perundang-undangan menjadikan tindakan debt collector sulit
untuk diproses secara hukum, faktor penegak hukum atau aparat Kepolisian
yang lemah dalam menyikapi tindak pidana yang dilaporkan oleh debitur yang
dirugikan juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum tersebut
karena pihak Kepolisian pada umumnya hanya menerima setiap laporan dari

tindak kejahatan tersebut tetapi tidak melakukan proses hukum karena para
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pihak lebih memilih jalan damai yang dapat menghindarinya dari kerugian

lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Tidak adanya peraturan secara spesifik mengenai tata cara penarikan
kendaraan oleh pihak ketiga atau debt collector maka sebaiknya dalam
perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang yang sah perlu disepakati
terlebih dahulu mengenai siapa dan bagaimana tata cara penagihan hutang itu
nantinya agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah
pihak.

2. Sebaiknya aparat penegak hukum dalam memproses penyelesaian tindakan
penarikan unit kendaraan yang mendapat pengaduan dari debitur akibat
tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh debt collector.
Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia
berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum
menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada
Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Pasal 23 POJK 29 Tahun 2014.Terdapat
juga Putusan MK Nomor 18/PUU-XVI1/2019 yang menginterpretasikan

bahwa wanprestasi tidak boleh ditetapkan sepihak oleh kreditur.
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